WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR,
KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN GELAR AKADEMIK
DAN SEBUTAN PROFESI, UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan manajemen
kepegawaian yang terencana, terukur can tertib
administrasi serta sebagai upaya meningkatkan
standar kompetensi Pegawai Neqgeri Sipil Daerah
Kota Surakarta perlu dengan segera mengatur
ketentuan Pemberian Keterangan Belajar, Izin
Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Gelar
Akademik Dan Sebutan Profesi, Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan setagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pemberian Keterangan
Belajar, 1Izin Belajar, Keterangan Pendidikan,
Keterangan Gelar Akademik Dan Sebutaa Profesi,
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazan Dan
Kenaiken Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 1€ Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah - Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi  Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomcr 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahuri 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);
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. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penmerintahan
Daerah (Lembaren Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah  Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tanun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 95 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);



Memperhatikan

Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan  dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pembearhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007/ tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebariuasan
Peraturan Perundang-undangan;

12.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tanun
2008 tentar,g Penvelenggaraan Urusan Pemerintah
Yang Menjadi Kewznangan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008
Nomor 4);

13.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2008 Noror 6);

: 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Momor 12 Tahun 2002;

2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
30 Tahun 2007/ tanggal 27 Agustus 200/ tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PEDOMAN

PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR,
KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN GELAR
AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI, UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PCNYESUAIAN TJAZAH DAN  KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

(@a]

0.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Surakarta.
Walikota adalah Walikota Surakarta.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daeral sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pejabat Berwenang adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi delegasi wewenang oleh Walikota untuk melaksanakan
kegiatan dan atau menetapkar keputusan atau surat lainnya di bidang
kepegawaian.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Keria Perangkat Dacrah di
lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil yang selonjutnya
disingkat CPNS/PNS adalah CPNS/PNS Daerah.

Lembaga Pendidikan Tertentu adalah lembaga pendidikan yarig telah
memiliki izin penyelenggaraan dan atau telah terakreditasi.

Keterangan Sedang Mengikuti Pendidikan Lebih Tinggi yang
selanjutnya disebut Keterangan Belaiar, adalah keterangan dari
Walikota atau Pejabat Berwenang kepada CPNSD, yang ketika
diangkat sebagai CPNSD, sedang mengikuti atau menjalani pendidikan
yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar
pengangkatan CPNSD.

Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat
Berwenang kepada PNSD, yang memenuh: syarat untuk rnengikuti
pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi adalah keterangan
vang diberikan oleh Walikota atau Pejabat Berwenang kepada PNSD,
yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari
lembaga pendidikan tertentu untuk menggunakan gelar akacamik dan
Sebutan Profesi pada semua urusan dinas atau pada semua tata
naskah surat resmi pemerintah.

Keterangan Telah Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi yang selanjutnya
disebue neterangan Pendidikan adalah keterangan dari Walikota atau
Pejabat Berwenang kepada PNSD, yang memiliki pendidikan lebih
ting1i dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan
sebagai CPNSD dan pendidikan tersebut diperoleh sebelum diangkat
sebagai CPNSD.

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Kenaikan Pangkat Pilihan
yang diberikan kepada PNSD yang memperoleh Surat Tanda Tamat
Belajar/ljazah dari lembaga pendidikan tertentu dan telah memenuhi
syarat kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah.



13.Formasi PNSD yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan
susunan pangkat PNSD yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam satuan kerja perangkat
daerah untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

14.Uji kompetensi adalah ujian yang dilaksanakan untuk menguji dan
mengetahui kompetensi PNSD yang telah lulus pendidikan sesuai
dengan latar belakang pendidikan atau Surat Tanda Tamat
Belajar/Ijazah yang dimiliki dengan kebutuhan kompetensi dalan:
relaksanaan tugas kedinasan yang dilaksanakan.

15.Layanan Administrasi Kepegawaian adalah pelayanan yang diberikan
kepada PNSD karena adanya peningkatan penrdidikan seperti
pemberian keterangan belajar, keterangan gelar akademik dan
sebutan profesi, ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah dan
kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah.

16.Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan
tinggi yang menyelenggaraan pendidikan akademik.

17.Sebutan profesi adalah sebutan vyang diberikan kepada Ilulusan
perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur dan memberikan
kepastian proses administrasi dalam pernberian keterangan belajar, izin
belajar, keterangan pendidikan, xeterangan gelar akademik dan sebutan
profesi, ujian kenaikan pangkat nenyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat
penyesuaian Ijazah bagi PNSD.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menciptakan standarisasi
kompetensi PNSD dan mewujudkan tata kelola manajen.en kepegawaian
yang terencana, terukur serta tertib administrasi di lingkungan Pemerintah
Daerah.

BAB I1I
KETERANGAN BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Keterangan Belajar

Pasal 4

(1) CPNSD ketika diangkat sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi dari
peididikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNED
wajib memiliki Keterangan Belajar.

(2) Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam
Keputusan Pengangkatan.



3)

(4

(4)

Keterangan Belajar ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat
Berwenang.

CPNSD vyang tidak memiliki Keterangan Belajar setagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat iayanan administrasi
kepegawaian.

Pasal 5

Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat

diberikan dengan ketentuan:

a. wajib melaporkan pendidikan yang sedang diikuti dan mengajukan
permohonan penerbitan Keterangan Belajar;

b. pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan waktu pelaksanaan
pendidikan dengan jarak tempuh tempal pendidikan dapat
dijangkau; '

c. tidak mengganggu kelancaran  pelaksanaan  tugas-tugas
kedinasan;

d. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh CPNSP yang
bersangkutan;

e. pendidikan yang diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan
yang telah terakreditasi atau mempunyai izin penyelenggaraan
dari pejabat yang berwenang; dan

f. pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas paralel atau
penyelenggaraan pendidikan jarak jaun dari Lembaga Pendidikan
tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Permohonan Keterangan Belajar yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disetujui.

Pasal 6

Permohonan Keterangan Belajar diajukan oleh CPNSD kepada
Walikota melalui Kepala SKPD.

Kepala SKPD mengusulkan permohonan Keterangan Belajar kepada
Walikota melalui Kepala Baden Kepegawaian Daerah.

Setiap permohonan Keterangan Belajar melampirkan persyaratan

sebagai berikut:

a. surat permohonan penerbitan Keterangan Belajar dari CPNSD;

b. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan vang menerangkan
status CPNSD masih menjadi siswa atau mahasiswa;

C. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan
status akreditasi dan atau izin penyelenggaraan pendidikan;

d.jadual pelajaran / kegiatan pembelajaran pendidikar  yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan

e. copy SK Pengangkatan sebegai CPNSD yang telah dilngalisir oleh
Kepala SKPD.

Bentuk tata naskah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan ini.



(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Izin Belajar

Pasal 7

PNSD vyang akan mengikuti dan atau meningkatkan jenjang
pendidikan pada lembaga pendidikan tertentu wajib memiliki izin
belajar.

Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara
dan atau setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam
Keputusan Pengangkatan Sebagai PNSD atau Keputusan Kenaikan
Pangkat terakhir atau Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan
Profesi yang dimiliki.

zin Belajar ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat Berwenang.

PNSD yang tidak memiliki Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.

Pasal 8

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan

dengan ketentuan:

a. permohonan izin belajar diajukan paling larnbat 6 (enam) bulan
sejak PNSD yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai
siswa/mahasiswa;

b. pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan waktu pelaksanaan
pendidikan dengan jarak tempuh tempat pendidikan dapat
terjangkau;

c. tidak mengganggu kelancaran  pelaksanaan  tugjas-tugac
kedinasan;

d. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNSD  yang
bersangkutan;

e. pendidikan yang diikuti menunjang pelaksanaan tugas pokok
PNSD yang bersangkutan;

f. kegiatan pendidikan yang diikuti diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan vyang telah terakreditasi atau mempunyai izin
penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang; dan

g. pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas paralel atau
penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dari Lembaga P2ndidikan
tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Permohonan Izin Belajar vyang tidak memenuhi  kelentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disetujui.

Pasal 9

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, permohonan

Izin Belajar harus memenuhi kepangkatan dan masa kerja sebagai

berikut:

a. Selolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat, paling
rendah berpangkat Juru Muda, Golongan ruang 1/a;
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Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang sederajat,
paling rendah berpangkat Juru Muda Tingkat I, Golongan Ruang
I/b;

Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Diploma II atau yang
sederajat, paling rendah berpangkat Pengatur Muda, Golongan
Ruang II/a;

Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat, paling
rendah berpangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a dan
sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangka: tersebut;
Sarjana (S1), Diploma IV atau yang sederajat, paling rendah
berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b dan
sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam panakat tersebut;
Dokter, Apoteker atau yang sederajat, paling rendah berpangkat
Pengatur, Golongan Ruang II/c dan sekurang-kurangnya telah 3
(tiga) tahun dalam pangkat terakhir;

. Magister (S2), Spesialis 1 atau yang sedergjat, paling rendah

berpangkat Penata Muda, Golongan Ruang II1/a;
Doktor (S3), Spesialis II atau yang sederajat, paling rendah
terpangkat penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.

Pasal 10

(1) Permohonan Izin Belajar diajukan oleh PNSD kepada Walikcta melalui
Kepala SKPD

(2) Kepala SKPD mengusulkan permohonan Izin Belajar kepada Walikota
melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

(3) Setiap permohonan Izin Belajar melampirkan persyaratan sebagai
berikut:

a.
b.
C.

d.

surat permohonan izin belajar dari PNSD;

uraian tugas jabatan/tugas pokok dari PNSD yang bearsangkutan;
surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan
status PNSD telah diterima sebagai siswa atau mahasisv/a;

surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan
status akreditasi dan atau izin penyelenggaraan pendidikan;
jadual pelajaran / Kkegiatan pembelajaran pendidikan yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan

copy Keputusan Pengangkatan Sebagai PNSD atau Keputusan
Kenaikan Pangkat terakhir atau Keterangan Gelar Akademik dan
Sebutan Profesi yang telah dilegalisir oleh Kepala SKPD.

(4) Bentuk tata naskah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV

KETERANGAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFFESI, K=TERANGAN

PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi

Pasal 11



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3

(4)

[9]

PNSD yang telah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh Surat
Tanda Tamat Belajar / Ijazah diberikan Keterangan Gelar Akademik
dan Sebutan Profesi dari Walikota atau Pejabat Bervwenang.

PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan
Gelar Akademik dan Sebutan Profesi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PNSD yang tidak memiliki Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan
Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
menggunakan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi pada semua
urusan dinas dan tata naskah surat resmi pemerintah serta tidak
mendapat layanan administrasi kepegawaian.

Pasal 12

Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dengan ketentuan:

a. telah dinyatakan lulus dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Belajar / Ijazah dari Lembaga Pendidikan yang diikutinya; dan

b. memiliki Keterangan Belajar atau Izin Belajar.

Permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi yang
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat disetujui.

Pasal 13

Permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi
diajukan oleh PNSD kepada Walikota melalui Kepala SKPD.

Kepala SKPD mengusulkan permohonan Keterangan Gelar Akademik
dan Sebutan Profesi kepada Walikota melalui Kepala Badan
Kepegawaian Daerah.

Permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi

melampirkan persyaratan yang telah dilegalisir oleh pejabat

berwenang kecuali persyaratan asli, sebagai berikut:

a. surat permohonan penerbitan Keterangan Gelar Akadz=mik dan
Sebutan Profesi dari PNSD;

b. copy STTB atau I[jazah yang telah dilegalisir oleh pejebat yang
berwenang;

C. copy transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang;

d. copy Surat Izin Belajar atau Surat <eterangan Belajar;

e. copy Surat Tanda Lulus Uji kompetensi bagi yang diwajibkan
mengikuti uji kompetensi;

f. copy Kepttusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan atau Keputusan
Pengangkatan sebagai PNSD.

Bentuk tata naskah persyaratan sebagaimana dimaksud peda ayat
(3), tercantum dalam Lampiran yang meidJpakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam peraturan ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

3)

[10]

Pasal 14

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan
Profesi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Bagi Pendidikan Sarjana, Diploma IV atau yang sederajat wajib
Mempunyai Standar Nilai Akademik sekurang kurangnya
memuaskan (IPK 2,00 - 2,75) dari lembaga pendidikan yang
terakreditasi B keatas atau sekurang kurangnya sangat
memuaskan (IPK 2,76 — 3,00) dari lembaga pendidikan yang
terakreditasi C kebawah;

b. Bagi pendidikan Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau
yang sederajat wajib Mempunyai Standar Nilai Akademik sekurang
kurangnya memuaskan (IPK 2,75 - 3,40) dari lembaga pendidikan
yang terakreditasi B keatas atau sekurang kurangnya sangat
memuaskan (IPK 3,41 - 3,70) dari lembaga pendidikan yang
terakreditasi C kebawah.

Permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi yang
tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
atau lembaga pendidikan yang diikuti belum terakreditasi, untuk
mendapat Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi wajib
fulus uji kompetensi.

Bagian Kedua
Keterangan Pendidikan

Pasal 15

PNSD yang memiliki pendidikan lebih tinggi daii pendidikan yang
digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS dan pendidikan
tersebut dipercleh sebelum diangkat sebagai CPNS wajib memiliki
Keterangan Pendidikan.

Keterangan Pendidikan, paling tinggi dapat diberikan kepada PNSD
setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Surat
keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan atau Keputusan
Pengangkatan Sebagai PNSD.

Keterangan Pendidikan ditetapkan oleh Walikota atau Pajabat
Berwenang.

PNSD yang tidak memiliki Keterangan Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan Gelar Akademik
dan Sebutan Profesi pada semua urusan dinas dan tata nackah surat
resmi pemerintah serta tidck merndapat layanan adminstrasi
kepegawaian. |

Pasal 16

Keterangan Pendidikan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 15 dapat

diberikan dengan ketentuan:

a. Wajib melaporkan pendidikan yang diperoleh dan mengajukan
permohonan penerbitan Keterangan Pendidikan;

b. Pendidikan yang diperoleh menunjang pelaksanaan tugas pokok
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;



(2)

3)

(2)

(3)

(4)

(1)
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c. Pendidikan vyang diperoleh diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan yang telah terakreditasi atau mempunyai izin
penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang;

d. Pendidikan yang diperoleh bukan merupakan kelas paralel atau
penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dari Lembaga Pendidikan
tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

PNSD vyang telah memiliki Keterangan Pendidikan dapat
menggunakan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Permohonan Keterangan Pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disetujui.

Pasal 17

Permohonan Keterangan Pendidikan diajukan oleh PNSD kepada
Walikota melalui Kepala SKPD.

Kepala SKPD mengusulkan permohonan Keterangan Pendidikan
kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Permohonan Keterangan Pendidikan melampirkan persyaratan ‘-ang

telah dilegalisir oleh pejabat berwenang kecuali persyaratan asli,

sebagai berikut:

a. surat permohonan penerbitan Keterangan Pendidikan dari PNSD;

h. copy STTB atau Iiazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;

C. copy transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir olen pejabat
yang berwenang;

d. copy Surat Tanda Lulus Uji kompetensi bagi yang diwajibkan
mengikuti uji kompetensi;

e. copy Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan atau Keputusan
Pengangkatan sebagai PNSD;

f. uraian Tugas Jabatan/Tugas Pokok dari PNSD yang bersangkutan;

g. surat Keterangan dari l.embaga Pendidikan yang men:rangkan
tentang status akreditasi atau izin penyelenggaraan pendidikan.

Bentuk tata naskah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tercantum dalam Lampiran yang meiupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 18

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 permohonan keterangan pendidikan harus memenuhi
standar nilai akademik sebageimana dimaksud dalam Pasal 14.

Permohonan keterangan pendidikan yang tidak sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau iembaga pendidikan
yang diikuti belum terakreditasi, untuk mendapat keterangan
pendidikan wajib lulus uji kecmpetensi.
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Pasal 19

(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18,

terdiri dari Test tertulis dan Test Wawancara.

(2) Standar Test tertulis dan Test Wawancara uji kompetensi berpedoman

pada peraturan perundang-undangan.
(3) Tim penguji kompetensi ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB V

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN

PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu
Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 20

(1) PNSD vyang telah memiliki pendidikan lebih tinggi

dan

pangkat/golongan ruang masih dibawah pangkat/golongan ruang
awal dari pendidikan tersebut, dapat mengikuti Ujian Kenaikan

Pangkat Penyesuaian Ijazan.

(2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Tjazah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diikuti dengan ketentuan memenuhi syarat

umum:

a. memiliki Keterangan Pendidikan atau Keterangan Gelar Akademik

dan Sebutan Profesi;
b. memiliki STTB / Ijazah;

c. setiap unsur penilaian DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 21

Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi

persyaratan khusus:
(1) Memenuhi Syarat Kepangkatan dan masa kerja sebagai berikut:

a. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat SMP atau
sederajat paling rendah berpangkat Juru Muda, Golongan Ruang
I/a dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat

tersebut;

b. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat SMA,
Diploma I atau sederajat paling rendah berpangkat Jury,
Golongan Ruang I/c dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahur.

dalam pangkat tersebut;

C. ujian Kenaikari Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkal. SGPLB,
Diploma II atau sederajat paling rendah berpangkat Pengatur

Muda, Golongan Ruang Il/a ;

d. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat Sarjana
Muda, Diploma III atau sederajat paling rendah berpangkat

Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;



(2)

(1)

(2)
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e. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat Sarjana,
Diploma IV atau sederajat paling rendah berpangkat Pengatur,
Golongan Ruang II/c dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun
dalam pangkat tersecbut;

f. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat Dokter,
Apoteker, Magister, Spesialis I atau sederajat paling rendah
berpangkat Penata Muda, Golongan Ruang Ill/a dan sekurang-
kurangnya telah 2 {dua) tahun dalam pangkat tersebut;

g. ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setingkat Doktor (S3),
Spesialis II atau sederajat paling rendah berpangkat Penata Muda
Tingkat I, Golongan Ruang III/b dan sekurang-kurangnya telah 2
(dua) tahun dalam pangkat tersebut.

Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan

pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan Ijazah vyang

diperoleh, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pendidikan yang dimiliki termasuk pendidikan sebagai syarat
jabatan dan syarat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; atau

b. memenuhi standar kesesuaian Tugas atau Jabatan dengan
Pengetahuan atau Keahlian, yang diukur dari tingkat kesesuaian
uraian tugas yang didasarkan pada ketentuan yang b=zrlaku
tentang uraian tugas pokok dan fungsi dengan Pengetahuan atau
Keahlian yang didasarkan pada Transkrip Nilai Akacemik yang
memuat tentang bidang studi/mata kuliah/mata pelajaran.

Pasal 22

Setiap Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ij23zah

melampirkan persyaratan vyang telah dilegalisir oleh pejabat

berwenang kecuali parsyaratan asli, sebagai berikut:

a. copy Keterangan Pendidikan atau Keterangan Gelar Akademik dar
Sebutan Profesi;

b. copy STTB / ljazah;

c. copy Transkrip Nilai Akademik;

d. copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir;

e. copy DP-3 Terakhir;

f. surat Keterangan Uraian Tugas atau Jabatan.

Ketentuan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah

Pasal 23

PNSD yang telah lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapa.
diberikan Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah apabila:

d.

b.

pendidikan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan forrnasi can tugas
pokok PNSD pada SKPD yang bersargkuten;
memenuhi persyaratan administrasi kenaikan pangkat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang--undangan.



L14]

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

[=ngan ditetapkannya Peraturan ini maka:

(1) PNSD yang telah memperoleh 1zin Belajar, Keterangan Penggunaan
Gelar Akademik dan Sebutan Profesi sebelum diberlakukannya
Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) PNSD yang sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi dan tidak
memiliki izin belajar dapat diberikan izin belajar sepanjang mernenuhi
ketentuan yang dipersyaratkan kecuali persyaratan kepangkatan.

(3) PNSD yang memiliki pendidikan lebih tinggi yang diperoleh sesudah
diangkat CPNS dan tidak memiliki izin belajar atau keterangan Belajar
dapat diberikan Keterangan Pendidikan sepanjang rmemenuhi
ketentuan yang dipersyaratkan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku
dalam waktu 6 (enam) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan per.gundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Qnuar 200

}MLIKOTA SURAKARTA
/~ Lo
Diundangkan di Surakarta k///k W\
pada tanggal J@ Januart 2010 JOKO\WIDODO
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAE?RTA
» 10
BUDI SUHARTO s il

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 2
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LAMPIRAN  : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR ;2 TARUN 2010
TANGGAL 11 Danuarn 2010

DAFTAR CONTOH FORMULIR/TATA NASKAH

Sarat Permohonan Penerbitan:

a. Surat Permohonan Penerbitan Keterangan Belajar/Izin Belajar dari
PNS yang bersangkutan.

b. Surat Permohonan Penerbitan Keterangan Gelar Akademik dan
Sebutan  Profesi/Keterangan  Pendidikan dari PNS vang
bersangkutan.

c. Surat Pengantar Permohonan Keterangar Belajar/Izin Belajar dari
Kepala SKPD.

d. Surat Pengantar Permohonan Keterangan Gelar Akademik dan
Sebutan Profesi/Keterangan Pendidikan dari Kepala SKPD.

Surat Keterangan Status sebagai Siswa atau Mahasiswa/Surat

Keterangan Status [jin Penyelenggaraan dan/atau Akreditasi

Sekolah/Perguruan Tinggi.

Jadual Pelajaran/Kegiatan Pembelajaran.

Surat Keterangan Uraian tugas jabatan/tugas pokok.

Surat Keterangan Belajar/Surat Izin Belajar.

Surat Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi.

Surat Keterangan Pendidikan.

WALIKOTA SURAKARTA

i oy

" j0KOWIDODO &,

. aNi!



Contoh 1.a. Surat Permohonan Keterangan Belajar/Izin Belajar dari PNS
yang bersangkutan

Surakarta,
Kepada :
Perihal : Permohonan Izin Belajar/ Yth. Walikota Surakarta
Keterangan Belajar Melalui vevrrverrnsrnrrnranssnnnsaens (1)
di —
SURAKARTA

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama © eeerarraseteETerssssEESENEEEIAEEETEEESNSSSRRRERREATRRTRNEES (2)
NIP D eeveseerreeersvEEerevANENEETSRESSEEAEERNaTERRAVSSIORRES (3)
Pangkat / Gol. RUGNG ! wieescissnmmessiniiniseeisssinmmmssssenmmnnss, (4)
Jabatan PP (5)
Unit Kerja P (6)
dengan ini mengajukan permohonan Izir Belajar / Keterangan Belajar
untuk melanjutkan pendidikan/belajar di Jenjang ...viecceinininnns (7)
Program/Jurusan scerressveeses (8) Fakultas = ceevinenn (9)
Universitas/Sekolah .ovvieesesesse (10) dan menyatakan:

1. Sanggup mentaati ketentuan jam kerja;

2. Tidak akan meninggalkan tugas — tugas kedinasan sehari — hari dan
akan tetap mengutamakan kepentingan dinas;

3. Segala biaya untuk keperluan pendidikan / belajar menjadi beban
sendiri.

Demikian permohonan kami, atas perhatian  dan
kebijaksanaannya kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami

Pemohon,

(Tdt)

Nama
NIP



Contoh 1.b. Surat Permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan
Profesi/Keterangan Pendidikan dari PNS yang bersangkutan

Surakarta,
Kepada :
Perihal : Permohonan Keterangan Gelar  Yth. Walikota Surakarte
Akademik dan Sebutan Profesi MelalUi vevrrerevmersnnimnsrnmsnrsronns (1)
/ Keterangan Pendidikan di -
SURAKARTA
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama | esarssresrsvaersusassussannstnsainsaten e (2)
NIP S (3)
Pangkat / GOl RUANG  © icivessinimmsisssscrsmmrmss s st snsassseness (4)
Jabatan © eeetrmresrreresrescEERErasrESTNNEResEESTARSEaESSIRRRSSILLTLS (5)
Unit Kerja D eedeveterserseerteceriresetsseraverststesnRREREeRTEraREETE (6)

dengan ini mengajukan permohonan Keterangan Gelar Akademik dan
Sebutan Profesi / Keterangan Pendidikan atas pendidikan jenjang
................... (7) Program /JUrusan seceseesesssens(8) Fakultas wuuiiieenn(9)
Universitas vevvevesseeses (10) dan menyatakan :

1. Tidak menuntut penyesuaian ijazah, apabila formasi dan relevansi
ijazah tidak berkaitan dengan tugas pokok fungsi;

2. Bersedia menerima sanksi apabila ternyata dikemudian hari terbukti
bahwa dalam proses belajar mengajar yang kami tempuh maupun
gelar akademik/sebutan profesi yang kami peroleh melalui cara-cara
yang tidak sesuai dengan kaidah/norma akademik.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan
kebijaksanaannya kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami

Pemohon,

(Tdt)

=
Q)
QU

|
|

NIP



Contoir 1.c. Surat Pengantar Permohonan Keterangan Belajar/Izin Belajar
dari Kepala SKPD

KOP DINAS
Surakarta,
Kepada :
Perihal : Permohonan Izin Belajar/ Yth. Walikota Surakarta
Keterangan Belajar Melalui Kepala BKD Kota Surakarta
. di -

SURAKARTA

Berdasarkan surat permohonan Izin Belajar/ Keterangar: Belajar :

Nama © rearerarrerssesraserreresesresassirsaratar travases svsase (1)
NIP  eetresrsasresssersessessarsssaseasansrenas e ——— (2)
Fangkat / GOl RUANG © ciricairinirmeermenoimassmane s, (3)
Jabatan § eenreresrserrrrerresesresrnsresestasEassereurEEraarenrayan (4)
dengan ini kami mohon dapat diterbitkan surat ijin belajar / keterangan
belajar untuk melarjutkan pendidikan / belajar di jenjang ...ccooveenss (5)
Program/Jurusan .ivseessssssssssessieses (6) Fakultas .ieverereersiesniess (7)
UNIversitas coveevesreresessnssasenes (8)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan

sebagai berikut :

1. Surat keterangan dari Lembaga Pendidikan sebagai mahasiswa/
siswa, status akreditasi dan ijin penyelenggaraan;

2. Jadual pelajaran / kegiatan pembelajaran pendidikan,

3. Copi SK Pengangkatan sebagai CPNS (bagi permohonan Keterangan
Belajar),

4. Uraian Tugas Pokok (bagi permohonan Izin Belajar),

Copy Keputusan Pengangkatan Sebagai PNSD atau Keputusan

Kenaikan Pangkat terakhir atau Keterangan Gelar Akademik dan

Sebutan Profesi yang telah dilegalisir oleh Kepala SKPD (bagi

permohonan 1zin Belgjar).

O]

Demikian, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan
terima kasih.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah
Ttd stempel
NAMA

Pangkat
NIP



Contoh 1.d. Surat Pengantar Permohonan Keterangan Gcelar Akademik dan

Sebutan Profesi/Keterangan Pendidikan dari Kepala SKPD

KOP DINAS
Surakarta,
Kepada :
Perihal : Permohonan Keterangan Gelar  Yth. Walikota Surakarta
Akademik dan Sebutan Melalui Kepala BKD Kota Surakarta
Profesi/Keterangan Pendidikan di--
SURAKARTA

Berdasarkan permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan
Profesi/Keterangan Pend|d|kan bahwa PNS :

Nama L erarareraEEEresErrererererersessesestTtErErnTrarararnnay (1)
NIP § eeeeeartenrrarErErerErrarrareErE s rRe R rEEranrraty (2)
Pangkat / Gol. RUANG : sieireessrssissrmmmnirnsssmmsrammnmrmsrasnsns s (3)
Jabatan et rrerrererrarersassraversEesteEaEratenraerararrnrs (4)
telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus jenjang ........ (5)
Program/Jurusan .cueeevesseeas. (6) Fakultas «vevvenranes (7) pada Universitas
................................. (8) dengan gelar woevveveveererereninnee(eeviennana J(9)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon dapat diterbitkan
surat Keterangan Geiar Akademik dan Sebutan Profesi/Keterangan
Pendidikan atas PNS yang bersangkutan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan

persyaratan sebagai berikut :

1. Copy STTB atau Ijazah;

2. Copy transkrip nilai akademik;

3. Copy Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar (bagi
perrnohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi);

4. Copy Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi (bagi yang diwajibkan
mengikuti uji kompetensi);

5. Copy Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan atau Keputusan

Pengangkatan sebagai PNSD;

Uraian Tugas Pokok (bagi permohonan Keterangan Pendidikan),

7. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan tentang status
akreditasi dan ijin peneyelenggaraan (bagi permohonan Keterangan
Pendidikan).

Demikian atas perhatian dan kebijakcanaannya karni ucapkan
terima kasih.

o

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ttd stempel
NAMA

Pangkat
NIP




Contoh 2. Surat Keterangan Status Siswa/Mahasiswa dan Keterangan

Ijin Penyelenggaraan/Status Akreditasi

KOP LEMBAGA PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR e

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1.

Nama L mrerrrerreresessrrsrrrerrrraEa e rernnrarareny (1)

NIM © eeeesrrreresrrererrerresresrarraseasesaarnnney (2)

Adalah benar-benar siswa/mahasiswa JeNjang icurevreescrorecerrirrrareireains (3)
pada Program/Jurusan .cueeceseereseerssssrnnes (4) Fakultas sceeeresrevresrenrnnnnnas (5)
UNiversitas wivcveavesresenense (6), tercatat dan aktif mengikuti perkuliahan sejax
................... (7) dan sampai saat ini masih sebagai siswa/rnahasiswa pada
SEMESLEL cvivvararenvnracrrnrervaransas (8) tahun akademik iecvvveveeniivecrnanncrnnnen. (9)
3ahwa Program pendidikan sebagaimana dimaksud telch memiliki ijin
penyelenggaraan dari v.eesresssiesreerrernsinarnaresrasrasennes Ceerrareeas {10) didasarkan
Keputusan NOMOI @ wiceieirvrescirmmrarnsrninanens (11) tanggal .eeveuveesieininninanns (12)
dan telah terakreditasi ..coeeiennenns (13) didasarkan Keputusan Badan
Akreditasi Nasional NOMOr @ cuieiveassavensnnns (14) tanggal ceveeressenreninnnnirnns (15)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Pejabat yang berwenang
(KEPALA/DIREKTUR/KETUA/DEKAN/PD BIDANG AKADEMIK)

Ttd stempel

NAMA



Contoh 3. Jadual Pelajaran/Kegiatan Pembelajaran

KOP LEMBAGA PENDIDIKAN

JADUAL KULIAH SEMESTER
TAHUN AKADEMIK

PROGRAM /FAKULTAS

NO.

HART/TANGGAL

(1)

(2)

MATA KULIAH

DOSEN

(4

(5)

i
i
i
! |
|
N
] N

Pejabat yang berwenang

................................

(KEPALA/DIREKTUR/KETUA/DEKAN/PD BIDANG AKADEMIK)

Ttd stempel

NAMA



Contoh 4. Surat Keterangan Uraian Tugas Jabatan / Tugas Pckok

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS
NOMOR . ciciiiiicrenrenesnrnnn,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama © ereesresemsrerrrrrreeseresrasraneraras (1)
NIP L errreesessrrrerrerrree i (2)
Pangkat / Gol Ruang L ereereesssesrserrs e (3)
Jabatan L eereerearrsrrerearrre e (4)
Unit Kerja D e (5)

Menerangkan bahwa :

Nama  errssrerrrsasrerrereserareerenrarenrinreurnn (6)
NIP L eerrererssresssresreereee e ——e s (7)
Pangkat / Gol. Ruang | everssersssressrsesssrenseresirasrrerennsrens (8)
Jabatan N (9)
Ur.it Kerja D rerrrrresrererrreereser e (10)

Melaksanakan dan diberikan tugas — tugas sebcgai berikut

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Surakarta,
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ttd stempel

NAMA



Contoh 5. Surat Keterangan Belajar / Izin Belajar

KOP DINAS
SURAT KETERANGAN BELAJAR / IZIN BELAJAR
NOMOR : v

Berdasarkan SUrat .ovcveeercrirorinrcecinni e s snneees (1) dengan surat nomor :
.............................. (2) tanggal SRR (c ) diberikan IZin
belajar/keterangan belajar kepada :
1. Nama | eeeresererrerereerarenrasanenans (4)
2. N1IP . erersrrer e (5)
3. Pangkat / Golongan © errrsesrrserreere e (6)
4. Pendidikan Terakhir - (7)
5. Jabatan L rrerestrerrreires e (8)
6. Unit Organisasi D eerreresreresserrsrennssareerannes (9)
Untuk belajar pada :

a. Jenjang D eeeersersrresere e s an e (10)

b. Fakultas . eseerrarrrrranas (11)

¢. Program / Jurusan L ererareresrararessereernaeesarnrans (12)

d. Universitas/Sekolah D ereeerrrerrerccrrenenraetiranennns (13)

e. Akreditasi D eerrteararssrarersavecreerararasraas (14)

dengan ketentuan :

1.
2.
3.
4

5.

Izin belajar/keterangan belajar ini diberikan diluar jam kerja;

Tidak mengganggu tugas - tugas dinas;

Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;

Tidak akan menuntut penyesuaian jjazah, apabila formasi dan relevensi ijazah

tidak berkaitan dengan tugas pokok yang bersangkutan;

Izir belajar/keterangan belajar ini dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Dalam proses belajar mengajar yang ditempuh cleh yang bersangkutan
ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan
peraturan perundang - undangan yang berlakis;

b. Dikemudian hari terbukti perolehan ijazah / tanda kelulusannya melanggar
ketentuan peraturan pecrundang - undangan yang berlaku;

Pelanggaran dalam cara memperoleh dan kepemilikan ijazah secara tidak sah

akan dikenai sanksi menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta,

a.n. WALIKOTA SURAKARTA
Pejabat yang diberikan delegasi wewenang/kuasa

Ttd stempel

NAMA
Panakat



Contoh 6. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Sebutan
Profesi

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
DAN SEBUTAN PROFESI

NOMOR : .ivciiniscreninn,

Berdasarkan Surat Izin Belajar / Keterangan Belajar NOMOr : woiievresrenieninnnee (1)
tanggal weeveevinaceinenes (2) dan Tjazah Pendidikan/Profesi NOMOr .e.evverivvresvnnesrnane: (3)
=] g o o - | PN (4) bahwa Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama © eemesrersressesess et (5)
2. NIP  ereeeereeererrerriesa———ereraaaan (6)
3. Pangkat/ Golongan @ .ccceeeverevminnn e (7)
4. Jabatan  erreteresrereerresrerairraaena, (8)
5. Unit Kerja D ererreereressesreenens eerennerarans (9)
Telah menyelesaikan pendidikan pada :

a. Jenjang D eresvesssesesenss e (10)

b. Fakultas D rruecrereer e (11)

¢. Program / Jurusan D eemerrenrerrrrre e, (12)

d. Universitas/Sekolah N (13)

e. Gelar pendidikan / Profesi @ iaeorrnimeninene. (.... )(14)

Sehubungan dengan itu PNS yang bersangkutan dinyatakan dapat menggunakan
gelar akademik dan sebutan profesi pada semua urusan dinus dan tata naskah surat
resmi pemerintah serta untuk administrasi kepegawaian, dengan ketentuan :

1. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata dikemudian hari
terbukti bahwa dalam proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang
bersangkutan maupun gelar kesarjanaan diperoleh melalui cara - cara vang tidak
sesuai dengan kaidah / norma akadcmik;

2. Pelanggaran dalam hal penggunaan gelar dan atau penggunaan iiazah atau Surat
Tanda Lulus vang tidak sah akan dikenai sanksi tindakan administratif atau
tindakan disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta,

a.n. WALIKOTA SURAKARTA
Pejabat yang diberikan delegasi wewenang/kuasa

Ttd stempel
NAMA

Pangkat
NIP

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;



Contoh 7. Keterangan Pendidikan

KOP DINAS
SURAT KETERANGAN PENDIDIKAN
NOMOR : i

Berdasarkan Sural  iicccvcciceiissisiinieine., (1) dengan surat nomor :
.............................. (2) tanggal .ccveviarrenninnneaasa(3) dan Ijazah Pendidikan/Profesi
NOMOr  wrevrersarnsnnnsrssnrseens (4) tanggal ceecvcvccvcricencrrnirensern (5) disampaikan
bahwa Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama D rrrverseranrere s nnnaas (6)
2. NIP , D rerrrrerrersresrere e (7)
3. Pendidikan CPNS/TMT CPNS @ .iiisiesrssreeimmssmassssmnsnnnan (8)
4. Pangkat / Golongan . (9)
5. Jabatan D weesresscesneosrensresersnensrannens (10)
6. Unit Kerja D eretrsssessrrsesssusasresnrareras (11)
Telah memiliki pendidikan yang dlperole.h sebelum diangkat CPNS, vaitu :

a. Jenjang L ereeresrre ettt vey 12)

b. Fakultas - (13)

c¢. Program / Jurusan D errrrssrserss i rnay (14)

d. Universitas/Sekolah - (15)

e. Gelar pendidikan / Profesi  : wiaceesiessieeienssnsenese. Gooneee )(16)

Sehubungan dengan itu PNS yang bersangkutan dinyatakan dapat menggunakan
gelar akademik dan sebutan profesi pada semua urusan dinas dan tata naskah surat
resmi pemerintah serta untuk administrasi kepegawaian, dengan ketentuan :

1. Surat Keterangan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata dikemudian hari
terbukti bahwa delam proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang
bersangkutan maupun gelar kesarjanaan diperoleh melalui cara - cara yang tidak

sesuai dengan kaidah / norma akademik;

2. Pelanggaran dalam hal penggunaan gelar dan atau penggunaan ijazah atau Surat
Tanda Lulus yang tidak sah akan dikenai sanksi tindakan administratif atau
tindakan disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta,

a.n. WALIKOTA SURAKARTA
Pejabat yang diberikan delegasi viewenang/kuasa

Ttd stempel

NAMA
Pangkat
NIP
Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;




1.a. Petunjuk Pengisian Surat Permohonan Keterangan Belajar/Iz.n Belajar dari
PNS yang bersangkutan

(1). | Kepala SKPD
(2).__ Nar-z PNSD
(3). | NIP PNSD , o
. (4). | Pangkat/Golongan Ruang Terakhir PNSD
(5). | Jabaran Terakhir PNSD
(6). | Unit Kerja/Satua Kerja Perangkat Daerah/Instansi
(7). | Jenjang/Tingkat Pendidikan (SD/SLTP/SLTA/D-I/D-I1/D-I11/ D-
Iv/S1/S2/S3) L ]
(8). | Program/Jurusan Pendidikan
l__ Fakultas Pendidikan
(10). Sekolah[Umversntas/Akademl 7

1.b. Petunjuk Pengisian Surat Permohonan Keterangan Gelar Akademik dan
Sebutan Profesi/Keterangan Pendidikan dari PNS yang bersangkutan

{1)_J Kepala SKPD
L(Z) Nama PNSD
| NIP PNSD
L)_j Pangkat/Golongan Ruang_Terakhlr PNSD
(5). | Jabatan Terakhir PNSD
(6). | Unit Kerja/Satua Kerja Perangkat Daerah/Instansi |
(7). | Jenjang/Tingkat Pendidikan (SD/SLTP/SLTA/D-I/D-11/D-I11/ D- |
IV/S1/S2/S3) L J
(8). | Program/Jurusan Pendidikan r
(9). | Fakultas Pendidikan |
(10). | Sekolah/Universitas/Akademi ]

1.c. Petunjuk Pengisian Surat Pengantar Permohonan Keterangan Belajar/Izin
Belajar dari Kepala SKPD

[ (1). | Nama PNSD
(2). | NIP PNSD -
(3). ' Pangkat/Golongan Ruang Terakhir PNSD B
(4). | Jabatan Terakhi: PNSD o »
(5). | Jenjang/Tingkat Pendidikan (SD/SLTP/SLTA/D-1/D-I11/D-III/ D- J
IV/S1/S2/S3)

/ '(6). [ Program/Jurusan Pendidikan
(7). | Fakultas Pendidikan -
(8). | Sekolah/Universitas/Akademi

1.d. Petunjuk Pengisian Surat Pengantar Permohonan Keterangan Gelar
Akademik dan Sebutan Profesi/Keterangan Pendidikan dari Kepala SKPD

(1). | Nama PNSD
' (2). | NIP PNSD

| (3). | Pangkat/Golongan Ruang Terakhir PNGD
(4). | Jabatan Terakhir PNSD N B
(5). | Jenjang/Tingkat Pendidikan (SD/SLTP/SLTA/D-1/D-I1/D-II1/ D-
IV/S1/S2/S3)

_(6). | Program/Jurusan Pendidikan
' (7). | Fakultas Pendidikan

(8). X Sekolah/Universitas/Akademi
‘& Sebutan Gelar Akademik/Profesi (amgkatan Gelar)




2. Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Status Siswa/Mahasiswa dan
Keterangan Ijin Penyelenggaraan/Status Akreditasi
(1. Nama PNSD
(2). | Nomor Induk Siswa/Mahasiswa
' (3). | Jenjang/Tingkat Pendidikan (SD/SLTP/SLTA/D 1/D-11/D-111/ D- |
} IV/S1/S2/53) e o ]
; (f})_._ﬁ Prc- rj*“”nrusan Pendldlkan B -
(5). | Fakultas pPendidikan ) o
(6). Sekolah/Unnversntas/Akademl o - ]
(7). | TMT diterima sebagai Siswa/Mahasiswa
[@). Semester Terakhir
1 (9). | Tahun Akademik Berjalan L B
(10). | Keputusan Pejabat yang berwenang memberikan jjin
penyelenggaraan pendidikan/pembelajaran ]
(11). | Nomor Keputusan ijin penyelenggaraan o
(12). | Tanggal Keputusan ijin penyelenggaraan .~~~
(13). | Status/Kriteria Akreditasi
14). | Nomor Keputusan Status Akreditasi
(15). | Tanggal Keputusan Status Akreditasi i o
3. Petunjuk Pengisian Jadual Pelajaran/Kegiatan Pembelajaran
(1). | Nomor Urut L o l
(2). | Hari/Tanggal Pelaksanaan Pembelajaran/Kuliah 3
3). | Jam Mulai Kegiatan Pembelajaran/Kuliah T
(4). | Nama Mata Kuliah i o I
(5). | Nama Dosen Pengampu o
4. Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Uraian Tugas Jabatan / Tugas Pokok
(1). Nama Kepala SKPD - ]
(2). | NIP Kepala SKPD -
(3). | Pangkat/Golongan Ruang Kepala SKPD - f
(4). | Jabatan Kepala SKPD - e l
(5). | Unit Kerja Kepala SKPD —
' (6). | Nama PNSD - ]
(7). | NIP PNSD - w_m_m__;(
. (8). | Pangkat/Golongan Ruang PNSD l
(9). | Cabatan PNSD -
| (10). | Unit Kerja PNSD } B - T
5. Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Belajar / 1zin Refajar
_(1). | Surat Usul dari Kepala SKPD o ]
' (2). | Nomor Surat Usul dari Kepala SKPD -
'(3). | Tanggal Surat Usul dari Kepala SKPD
(4). | Nama PNSD - o
| (5). | NIPPNSD ; e
(6). | Pangkat/Golongan Ruang PNSD
(7). | Pendidikan Terakhir PNSD L 5 L
(8). |JabatanPNSD S
(9). | Unit Kerja PNSD ]
(10). | Jenjang/Tingkat Pendidikan (SD/SLTP/SLTA/D-1/D-1I/D-III/ D-
|1IV/S1/S2/S3) e o

g

Fakultas Pendidikan



6. Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan
Sebutan Profesi

\rglﬁ WAQ"JPrSl!Fat, Izin Belajar/Keterangan Belajar PNSD -

(2). | Tanggal Surat Izin Belajar/Keterangan Belajar PNSD

(3) Nomor Ijazah Pendidikan/Profesi PNSD

(4). | Tanggal Ijazah Pendidikan/Profesi PNSD

(5). | Nama PNSD )
| (6). | NIP PNSD -
| (7). | Pangkat/Golongan Ruang Terakhir PNSD

(8). | Jabatan Terakhir PNSD

|
|
|
I
|
; (9). ![Unit Kerja/SKPD/Instansi PNSD
|
|
|

(10). | Jenjang/Tingkat Pendidikan (SD/SLTP/SLTA/D-I/D-11/D-I1I/ D-

/ IV/S1/52/S3) ) -
11). | Fakultas Pendidikan

f_(12) Program/Jurusan Pendidikan B

| (13). | Sekolah/Universitas/Akademi

[ (14). | Sebutan Gelar Akademik/Profesi ( Singkatan Gelar)

7. Petunjuk Pengisian Keterangan Pendidikan

(1). | Surat Usul dari Kepala SKPD

(2). | Nomor Surat Usul dari Kepala SKPD

| (4). | Nomor Ijazah Pendidikan/Profesi PNSD

(3) Tanggal Surat Usul dari Kepala SKPD -

' (5). | Tanggal Ijazah Pendidikan/Profesi PNSD

Nama PNSD

| i '

(7). | NIP PNSD

| (8). | Pendidikan dasar CPNSD dan TMT Pengangkatan CPNSD
(9). | Pangkat/Golongan Ruang Terakhir PNSD
(10). | Jabatan Terakhir PNSD

(11). | Unit Kerja/SKPD/Instansi PNSD B -
(12). | Jenjang/Tingkat Pendidikan (SD/SL I'P/SLTA/D I/D- II/D 111/ D-

(13). | Fakultas Pendidikan

IV/S1/52/S3) .

14). | Program/Jurusan Pendidikan

| (15). | Sekolah/Universitas/Akademi

| (16). | Sebutan Gelar Akademik/Profesi ( Singkatan Gelar)




